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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/233/KEP/413.013/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/78/KEP/
413.013/2018 TENTANG LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN LAMONGAN PERIODE 2018-2021

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan hubungan
industrial yang  harmonis, dinamis dan
berkeadilan khususnya bagi masyarakat pekerja di
Kabupaten Lamongan perlu melakukan kerja
sama dengan serikat pekerja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu mengubah Keputusan
Bupati Lamongan Nomor : 188/78/KEP/413.013/
2020 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit
Kabupaten Lamongan Periode 2018-2021 dengan
menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42791,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005
tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi
Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah, terkahir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005
tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi
Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6020);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



Menetapkan,

KESATU

KEDUA

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/78/
KEP/413.013/2020 tentang Lembaga Kerja Sama
Tripartit Kabupaten Lamongan Periode 2018-2021;

MEMUTUSKAN :

Nomor 4 kolom 3 dan kolom 4 angka 1 lampiran I
Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/78/ KEP/
413.013/2020 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit
Kabupaten Lamongan Periode 2018 diubah sehingga
berbunyi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat
Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia
(KAHUTINDO) Kabupaten Lamongan, Unsur Serikat
Pekerja/Buruh.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
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